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ABSTRAK

Pelaksanaan =~ Polmas  merupakan  bagian dari  internal  kepolisian
pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi Polmas di tingkat Polres berada di bawah
tanggung jawab dari Kapolres yang dikoordinasikan kepada Kasat Binmas,
sedangkan pada tingkat Polsek menjadi tanggung jawab Kapolsek yang
dikoordinasikan kepada Kanitbinmas, sedangkan pelaksana Polmas pada tingkat
kelurahan adalah Bhabinkamtibmas yang dibentuk dan diangkat oleh Kapolres.
Peran Polmas dalam mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban di tengah
masyarakat adalah melakukan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan
pelaksanaan fungsi Polmas, diantaranya menyelesaikan permasalahan yang terjadi
di tengah masyarakat dengan mencari solusi pemecahan masalah (problem solving)
atas masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan keamanan dan ketertiban
masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Polmas diantaranya
masih belum adanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Kata Kunci: Peran Polmas, Mewujudkan, Keamanan Masyarakat.
Abstract

Implementation of Community Policing is part of the internal police responsibility
for the implementation of Polmas functions at the Polres level under the
responsibility of the Kapolres coordinated to the Kasat Binmas, while at the Polsek
level it becomes the responsibility of the Kapolsek coordinated by the Kanitbinmas,
while the Polmas implementation is at the kelurahan level is Bhabinkamtibmas
which was formed and appointed by the Police Chief. The role of community
policing in creating a security and order system in the community is to carry out
various activities relating to the implementation of the community policing function,
including solving problems that occur in the community by finding solutions to
solve problems faced by problems related to security and order Public. Constraints
faced in the implementation of the Polmas function include the lack of public trust
in Polri institutions.

Keywords: Role of Community Policing, Realizing, Community Safety.

I. PENDAHULUAN

Masa reformasi saat sekarang ini, maka fungsi dan peran Kepolisian Negara
Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai
kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat
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kebanyakan.! Terutama dalam hal mengatasi tingginya tingkat kejahatan yang
terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kejahatan adalah suatu permasalahan yang
terjadi tidak hanya di dalam suatu masyarakat tertentu atau dalam negara tertentu.’

Perkembangan masyarakat saat ini telah masuk pada fase modern yang
menyebabkan berkembangnya kejahatan yang mencakup jenis serta cara-caranya.
Kejahatan yang terjadi di masyarakat terus mengalami perubahan seiring
perkembangan masyarakat itu sendiri. Perkembangan kejahatan yang terjadi di
masyarakat telah berdampak pada timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban di
masyarakat.

Selain itu, kejahatan secara nyata juga telah membawa kerugian yang besar
bagi masyarakat, baik kerugian yang bersifat langsung maupun tidak langsung.
Jumlah kerugian yang diderita masyarakat tidaklah sedikit sebagai akibat dari
adanya kejahatan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka sebagian besar
masyarakat menuntut adanya langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan
sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan.’

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Polri),
menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan
negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.*
Adapun yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban dalam Undang-Undang
Polri, adalah:

Suatu  kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat
terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan
terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya
ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan
potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan
menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk
gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.’

Undang-Undang Polri menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya institusi Polri
adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya
keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat, serta terbinanya
ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.®

Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi
Kepolisian sipil, dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan
kehidupan masyarakat dengan cara merubah pendekatan yang reaktif dan

'W. Hadi Utomo, 2005, “Hukum Kepolisian Indonesia”, Jakarta : Prestasi Pustaka, h. 3

>Topo Santoso, 2000, Polisi dan Jaksa, Pergulatan atau Keterpaduan, cet.1 Jakarta : Pusat
Studi Peradilan Pidana Indonesia, h. 17

3Ibid., h. 18.

“Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 2002 Nomor 2 dan TLNRI Nomor 4168).

SPasal 1 angka 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 2002 Nomor 2 dan TLNRI Nomor 4168).

SPasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 2002 Nomor 2 dan TLNRI Nomor 4168).
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konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat
dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan
masalah-masalah sosial. Hal ini berarti bahwa harus ada perubahan paradigma polri
dalam berhubungan dengan masyarakat.

Kebijakan Polmas, telah dikeluarkan oleh Kapolri melalui Surat Keputusan
Kapolri No. 737 Tahun 2005, selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Kapolri
(Perkap) Nomor 7 tahun 2008 tentang Pemolisian Masyarakat. Sebagai suatu
strategi, maka Polmas dipahami sebagai implementasi pemolisian proaktif yang
menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya
pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi
menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum
dan kualitas hidup masyarakat.’

Masyarakat dalam konsep Polmas diberdayakan sehingga tidak lagi semata-
mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi Polri, melainkan sebagai subyek
yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang
aman dan tertib yang difasilitasi oleh petugas Kepolisian. Oleh karena itu,
pelaksanaan Polmas dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan di
masyarakat menuntut adanya kerjasama masyarakat dengan Polisi untuk
menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar atas masalah
gangguan keamanan dan ketertiban yang sedang dihadapi.®

Polmas dianggap sebagai salah satu strategi pencegahan terhadap ancaman
terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mendayagunakan
kemampuan warga masyarakat yang tepat, selektif, efisien dan efektif dalam
mendeteksi kemungkinan kejahatan.” Konsep Polmas menuntut Polisi lebih
mengedepankan demokrasi sipil, karenanya karakter polisi harus lebih bernuansa
sipil. Polisi berwatak sipil artinya polisi dalam menjalankan pekerjaannya tidak
boleh menyebabkan manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya
dengan menghindari cara-cara militeristik berupa kekerasan. Sebaliknya, Polisi
harus mampu dan bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakikat dari
penderitaan manusia. Perilaku atau tindakan polisi harus lebih mengedepankan
konsep dialog dan interaksi yang penuh dengan nuansa kemanusiaan.'®

Kondisi penduduk kota Tanjung Balai sangat pluralis, baik itu dilihat dari suku,
etnis maupun agama tentunya menjadi sebuah peluang, tetapi juga sekaligus
menjadi ancaman terjadinya potensi konflik di tengah masyarakat kota
Tanjungbalai, jika tidak dapat dikelola dengan baik sangat berpotensi menimbulkan
gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai contoh kasus, penodaan
agama yang dilakukan Meilina yang melarang adzan di masjid dekat rumahnya,
yang menimbulkan kemarahan sebagian penduduk yang beragama muslim,
sehingga terjadinya aksi pembakaran sejumlah vihara dan kelenteng di Tanjung

"Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Tugas Polri.

8Satjipto Rahardjo, 2007, Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial dan
Kemasyarakatan, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, h. 12.

‘Mardjono Reksodiputro, 1997, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan
Pidana, Kumpulan Karangan Kelima, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, h. 54.

19Qatjipto Rahardjo, Op.cit., h. 23.
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Balai pada 29-30 Juli 2016. Insiden pembakaran tersebut bermula dari keluhan
Meilina soal volume pengeras suara di masjid depan rumahnya.'!

Selain keberagaman suku dan agama yang berpotensi menimbulkan konflik
antar suku ataupun agama, tingkat kemiskinan di kota Tanjung Balai juga menjadi
faktor kriminogen terjadinya berbagai tindakan kriminal, seperti pencurian,
perampokan, penyelundupan dan lain sebagainya. Berdasarkan data dari Badan
Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai mencatat, angka kemiskinan di Kota
Tanjungbalai tahun 2018 masih cukup tinggi dan mengalami kenaikan dari tahun
sebelumnya yakni sebesar 0,18 persen. Tahun 2017 angka kemiskinan di Kota
Tanjungbalai sebesar 14,46 persen. Namun Tahun 2018 meningkat menjadi 14,64
persen.!?

II. PEMBAHASAN
A. Pengaturan Pemolisian Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Sistem

Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Kebijakan Pemolisian Masyarakat di Indonesia awalnya dimulai dengan
diterbitkannya Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober
2005 Tentang Kebijakan Dan Strategi Penerapan Model Polas Dalam
Penyelenggaraan Tugas Polri. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan
Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan
Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan
Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Kedudukan Polmas dalam struktur Polri diatur dalam Perkap No. 3 Tahun 2015
Tentang Pemolisian Masyarakat, di mana di tingkat Polres dilaksanakan di bawah
tanggung jawab Kapolres yang dikoordinasikan kepada Kasatbinmas Polres.
Sementara itu, di tingkat Polsek pelaksanaan Polmas di bawah tanggung jawab
Kapolsek yang dikoordinasikan oleh Kanitbinmas Polsek. Ditingkat Polres,
kewenangan penugasan personel Polmas berada pada Kapolres dengan mengangkat
salah satu anggota menjadi Bhabinkamtibmas. Pengangkatan personel tersebut
dilaksanakan melalui penerbitan surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kapolres.
Setiap Bhabinkamtibmas yang telah diangkat wajib melaksanakan prinsip-prinsip
Polmas.

Polisi Masyarakat bukanlah berada di luar organisasi/institusi Polri, melainkan
merupakan bagian dari internal Polri, yakni dengan memfungsikan
Bhabinkamtibmas yang diangkat oleh Kapolres di tiap-tiap kelurahan yang ada di
kota Tanjung Balai. Sedangkan pelaksanaan fungsi Polmas oleh bhabinkamtibmas
berada di bawah tanggung jawab Kapolres, yang dilakukan berdasarkan koordinasi
garis komando di bawah tanggung jawab Kasat Binmas Polres Tanjung Balai.'

Pertanggungjawaban pelaksanaan Polmas dalam struktur internal Polri
dilakukan secara berjenjang dan disesuaikan dengan wilayah tugas masing-masing.

Siswo Mulyartono, Rekayasa Kebencian dalam Kasus Meiliana di Tanjung Balai, melalui:
https://tirto.id/rekayasa-kebencian-dalam-kasus-meiliana-di-tanjung-balai-cUEe, diakses tanggal 7
Juli 2020.

2Nisfu Fitri, BPS : Angka Kemiskinan Kota Tanjung Balai Naik 0,18%, diakses melalui:
https://rri.co.id/medan, tanggal 7 Juli 2020.

3Wawancara dengan Daniel Rofinus Rajagukguk, Kasat Binmas Polres Tanjungbalai, pada
tanggal 17 April 2020.
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Di tingkat Polres, laporan pelaksanaan Polmas di masing-masing wilayah tugas di
tingkat Polsek diterima oleh Kasat Binmas untuk selanjutnya dilaporkan kepada
Kapolres sebagai penanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi Polmas di
wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Tanjungbalai.

B. Peran Polisi Masyarakat Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan

Ketertiban Di Tengah Masyarakat Kota Tanjungbalai

Parsudi Suparlan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemolisian
Komuniti (community policing) adalah sebuah corak pemolisian yang proaktif,
yang menekankan pada pelayanan dan pengayoman warga komuniti atau umum,
dengan tidak menafikan fungsinya sebagai penegak hukum.'*

Kebijakan pemolisian masyarakat dilatarbelakangi adanya keinginan untuk
melakukan reformasi di internal Polri, khususnya reformasi kultural Polri yang
selama ini cenderung bersifat militeristik. Budaya militeristik yang melekat kuat
pada institusi Polri di masa orde baru berdampak pada ketidakpercayaan publik
(public distrust) terhadap institusi Polri. Dengan konsep Polmas, diharapkan
terbentuknya polisi sipil (civilian police) yang selama ini dambakan, di tengah
masyarakat Indonesia yang menuju pada suatu kehidupan masyarakat yang
demokratis.!> Hal ini ditandai dengan gerakan reformasi di Indonesia pada tahun
1998 yang tujuan umumnya adalah menuju tatanan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang demokratis. !¢

Kebijakan Polmas di samping dilatarbelakangi oleh keinginan untuk
mewujudkan polisi sipil yang dalam menjalankan fungsinya dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat agar dapat lebih humanis. Konsep Polmas juga
dilatarbelakangi oleh kondisi negara Indonesia yang masyarakatnya heterogen.
Abdul Halim menjelaskan bahwa:

Indonesia merupakan negara yang dibangun atas dasar heterogenitas dan

pluralitas baik suku, budaya maupun agama, yang mempunyai beragam norma

sosial yang dipegang masyarakat di berbagai daerah. Kebudayaan nasional
dipandang sebagai puncak kebudayaan daerah. Artinya, kebudayaan daerah
menjadi unsur utama pembentuk entitas kebangsaan Indonesia.!”

Heterogenitas yang melekat dalam lingkup nasional meliputi agama, suku,
budaya, ekonomi, jika dapat dikelola dengan baik tentu akan berdampak positif bagi
pembangunan secara makro. Misalnya, keberagaman budaya dapat menjadi salah
satu daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Namun
sebaliknya, ketika heterogenitas tidak dapat dikelola dengan baik akan berpotensi

4Suparlan, Parsudi. 2008. Ilmu Kepolisian. Jakarta: YPKIK, h. 78.

5Secara etimologi Demokrasi adalah keadaan Negara di mana dalam pemerintahannya,
kedaulatan berada di tangah rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama. Lihat, Inu
Kencana Syafiie. 2013. Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju, h. 151.

16B. Hestu. 2015. Hukum Tata Negara Indonesia. Y okyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h. 163.

17Abdul Halim. 2014. Politik Lokal, Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya. Yokyakarta: Lembaga
Pengkajian Pembangunan Bangsa, h. 19.
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memunculkan sikap saling curiga mencurigai antar anggota masyarakat, yang pada
akhirnya dapat memicu lahirnya berbagai konflik.'®

Dinamika ancaman terhadap Kamtibmas yang berkembang di Indonesia saat
ini tidak terlepas dari isu politik, carut marutnya penegakan hukum, menurunnya
keakraban sosial (solidaritas sosial), tingginya tingkat kemiskinan, isu radikalisme,
terorisme dan isu kebangkitan PKI, dan penetrasi globalisasi di segala aspek bidang
kehidupan masyarakat, yang kesemua ancaman tersebut berpotensi menimbulkan
konflik horizontal di tengah masyarakat, bahkan konflik antara masyarakat dengan
pemerintah yang mengancam terjadinya disintegrasi bangsa.'

Dinamika ancaman sebagaimana tersebut di atas, juga sangat berpotensi terjadi
di Kota Tanjung Balai. Masyarakat kota Tanjung Balai yang terdiri dari berbagai
suku maupun agama, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, sangat berpotensi
menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Beberapa tahun belakangan ini kondisi Kamtibmas di Indonesia mengalami
goncangan, yang ditandai dengan meningkatnya indeks kriminalitas, serta semakin
berangamnya jenis-jenis kejahatan yang terjadi. Ketika tingkat kriminalitas
mengalami peningkatan hal ini pertanda lemahnya kontrol institusional dari aparat
penegak hukum, di samping juga sebagai bentuk ketidakberdayaan institusi dalam
menjamin keamanan dan ketertiban. 2

Dilihat dari perspektif kriminologis, kondisi ini mengindikasikan semakin
hancurnya pertahanan komunitas (masyarakat). Meningkatnya angka kriminalitas
juga dipandang sebagai pertanda munculnya disfungsi public security yang
bermakna adanya ketidaksolidan dalam kerja sama membangun pertahanan kolektif
dari berbagai aksi kejahatan. Disfungsi public security bisa terjadi karena
masyarakat memandang bahwa tugas untuk menjaga stabilitas Kamtibmas
hanyalah tugas Polri, sehingga masyarakat tidak peduli pada kondisi keamanan di
sekitarnya.?!

Menyerahkan semua masalah Kamtibmas kepada aparat Polri bukanlah
tindakan yang bijaksana, mengingat masih banyak kendala yang dihadapi oleh Polri
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memelihara Kamtibmas di
masyarakat. Karena itu, untuk mengubah agar public security semakin mantap,
maka perlibatan masyarakat melalui konsep Pemolisian Masyarakat dalam
memelihara Kamtibmas merupakan salah satu solusi yang tepat. Keikutsertaan
masyarakat di dalam menjaga Kamtibmas melalui konsep Polmas (community
policing), yaitu suatu metode di mana Polisi dan masyarakat melakukan kerjasama
sebagai mitra untuk mengidentifikasi, menentukan skala prioritas, dan

Elisatris Gultom, Tantangan Polmas, Tantangan Dalam Implementasi Perpolisian
Masyarakat Di Wilayah Hukum Polda Jabar, melalui: https://elisatris. wordpress.com /tantangan-
polmas, diakses tanggal 7 Juli 2020.

YMuhammad As. Hikam, 2016, Memperkuat Indonesia Dalam Dunia Yang Berubah, Jakarta
: CV. Rumah Buku, h. 158.

2Elisatris Gultom, Tantangan Polmas, Tantangan Dalam Implementasi Perpolisian
Masyarakat Di Wilayah Hukum Polda Jabar, melalui: https://elisatris. wordpress.com /tantangan-
polmas, diakses tanggal 7 Juli 2020.

2bid.

Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 1 Januari 2021 Page | 279



Jurnal Imiah Metadata, ISSN: 2723-7737, Vol.3 No. 1 gdisi Januari 2021

A ) Published: 01-01-2021, Pages 274-291

B DOI: https:/idoi. org/10. 10101/ metadata.v3il

memecahkan berbagai masalah (problem solving) yang terjadi atau yang sedang
dihadapi oleh suatu komuniti masyarakat.??

Memperbaiki citra buruk Polri di mata masyarakat, maka Polri harus
mengembangkan strategi yang tepat, yaitu melalui strategi pemolisian masyarakat
(community policing). Pemolisian masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan
untuk mengembalikan kepercayaan publik (zrus building) terhadap intitusi Polri
dari aspek kultural. Polmas (community policing) diyakini memiliki nilai sosial
kultural bangsa, sejalan dengan perkembangan masyarakat modern dan masyarakat
madani yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan pluralisme, egaliterisme dan
partnership, mengatasi kekerasan tanpa kekerasan, dan sebagainya.”?

Postur polisi yang ideal sesungguhnya adalah dengan mewujudkan institusi
polri yang tampil sebagai Polisi sipil (civilian police), hal ini sesuai dengan
pendapat yang dikemukakan oleh Hoegeng, mantan Kapolri diera tahun 70-an,
yang menjelaskan:

Semua mantan Kapolri dan perwira Polisi senior memahami bagaimana
seharusnya ajah institusi Polri, karena hakekatnya Polri secara universal
sesungguhnya adalah sama disemua negara. Namun sangat disayangkan situasi
kondisi di Indonesia belum memberi ruang yang memadai untuk membentuk
polisi seperti yang dicita-citakan, sehingga postur Polisi yang didambakan
hanya ada di dalam kuliah di perguruan tinggi atau akademi Kepolisian dan
rak-rak buku para perwira atau di perpustakaan Kepolisian semata.?*

Fungsi Polri merupakan bagian integral dari fungsi pemerintahan negara
bersama dengan fungsi lainnya, yaitu defensi, diplomasi, finansi dan yustisi. Fungsi
ini mencakup upaya perlindungan, pelayanan dan penegakan hukum untuk
menjamin hidup dan milik setiap warga negara. Perlindungan kewenangan
ditentukan oleh hukum serta menegakan dan memaksakan hak-hak dan kewajiban
yang ditentukan menurut hukum dengan tujuan terciptanya ketertiban dan tegaknya
hukum, terbinanya ketentraman masyarakat. Dengan terwujudnya keamanan dan
ketertiban masyarakat, maka usaha pencapaian tujuan masyarakat dapat terlaksana
dengan baik dan maksimal.?®

Pelaksanaan fungsi Polri di atas, dalam konteks ini maka tataran fungsi Polri
mencakup fungsi preventif dan penindakan secara hukum (refresif) yang kemudian
menjadi acuan pengorganisasian tugas-tugas operasional Polri sehingga dikenal
adanya polisi-polisi yang berseragam dan tidak berseragam. Dalam pelaksanaan
tugasnya Polri menganut asas-asas atau prinsip-prinsip aktualisasi dari filosofi yang
dianutnya yaitu asas legalitas, yaitu bahwa Polisi dalam bertindak untuk menegakan
undang-undang harus berdasarkan undang-undang. Sementara itu asas preventif
adalah asas yang memberikan arah untuk metoda tugas penjagaan, pengawalan dan

22Yoslan K. Koni, Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian
Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo. ( Jurnal Kerta Patrika, Volume 41,
Nomor 1, Arpril 2019, P-ISSN: 0215-899X, E-ISSN: 2579-9487, h. 52-65), h. 55.

ZMohammad Supriyadi, Revolusi Mental dalam Perspektif Kepolisian: Menghadirkan Negara
di Tengah-tengah Masyarakat, (Jurnal Keamanan Nasional Volume 1. Nomor 1 2015, h. 128-143),
h. 135.

24Aris Santoso., et.al. 2004. Pak Hoegeng Polisi Profesional dan Bermartabat. Jakarta:
Adrianus Noe Center, h. 118.

2Ibid., h. 118-119.
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patroli, terakhir adalah asas partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan
kejahatan (communiti policing).?®

Pergeseran paradigma Polri ke arah mengabdi bagi kepentingan masyarakat
telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu
perubahan itu tergambar dalam perumusan kembali perannya sesuai dengan
Undang-Undang Polri yang menetapkan institusi Polri berperan sebagai pemelihara
kamtibmas, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayanan
masyarakat.?’

Perubahan paradigma sebagai civilian police yang mengabdi bagi kepentingan
dan tuntutan masyarakat, disadari sebagai panggilan nurani yang hakiki dan mulia.
Kesadaran ini merupakan keniscayaan bagi tumbuhnya semangat pengabdian yang
tulus dari segenap insan bhayangkara dalam setiap kiprah profesionalitasnya di
jalan kebenaran. Seiring dengan itu, penyadaran akan pentingnya peran serta
masyarakat dalam upaya pembinaan Kamtibmas mendapat perhatian seksama
sehingga dalam mengelola pemeliharaan Kamtibmas tumbuh suatu kesadaran
bahwa kamtibmas merupakan tanggung jawab bersama sesuai batasan fungsi dan
peran masing-masing. Perubahan paradigma menjadi civilian police yang
memposisikan dirinya sebagai abdi masyarakat, telah menggiring institusi Polri
untuk melakukan perubahan substansial atas 3 (tiga) aspek penting, yaitu perubahan
struktural, instrumental dan kultur.’® Atas dasar pertimbangan tersebut, maka
kemudian dikembangkanlah suatu konsep baru dalam upaya mewujudkan
Kamtibmas melalui pemolisian masyarakat.

Perpolisian Masyarakat (Polmas) merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur
bangsa Indonesia yang tumbuh dan ada bersama masyarakat. Nilai-nilai keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah aplikasi dan kristalisasi nilai dari esensi
manusia Indonesia yang harus teraktualisasikan dengan baik dalam bidang hukum.
Selain sebagai suatu strategi perpolisian juga diharapkan dapat merubah paradigma
Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam suatu masyarakat demokratis yang
menjunjung supremasi hukum di Indonesia.?’

Polmas sebagai filosofis didasari pada pemikiran bahwa fungsi menjaga
keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tidak hanya menjadi tugas Polri semata,
melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat. Di negara Indonesia
kebijakan terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat terus mengalami
perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kesadaran hukum
masyarakat.

Pemolisian Masyarakat (community policing) yang selanjutnya disingkat
Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan
anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi
permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan

%1bid., h. 119.

?7Lihat Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 2002 Nomor 2 dan TLNRI Nomor 4168).

M. Rudi Hartonio, Implementasi Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Dalam
Mencegah Kejahatan Di Wilayah Hukum Polsek Maro Sebo, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari
Jambi Vol.16 No.l Tahun 2016, h. 119-127).

Abdul Halim., Op.cit., h. 20.
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serta menemukan pemecahan masalahnya.’® Melalui strategi Polmas berbagai
masalah yang timbul di tengah masyarakat dapat diselesaikan berdasarkan kearifan
lokal, sehingga terciptanya keteraturan sosial di tengah masyarakat.

Peran Polmas dalam mewujudkan keamanan di masyarakat tidak terlepas dari
tujuan dan fungsi dari pembentukan Polmas di masyarakat. Berdasarkan Perkapolri
Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Polmas mengatur bahwa fungsi Polmas, yaitu:!

1. Mengajak masyarakat melalui kemitraan untuk secara bersama-sama

menjaga dan memelihara Kamtibmas.

2. Membantu masyarakat mengatasi masalah sosial yang terjadi di

lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas;

3. Mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah,

dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas; dan

4. Bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.

Peran Polmas dalam menciptakan keamanan masyarakat dapat dilakukan
dengan menjalankan fungsi Polmas dengan baik. Salah satunya adalah
pendeteksian masalah-masalah sosial, konflik sosial di wilayah tugas atau
komunitas masyarakat yang menjadi bagian dari wilayah tugas Polmas. Dengan
adanya pendeteksian masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat,
maka petugas Polmas dapat pula mendeteksi dan menggambarkan tingkat
kriminalitas yang terjadi pada suatu wilayah atau daerah tertentu yang menjadi
bagian tugas dari petugas Polmas.

C. Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Oleh Polisi Masyarakat Dalam
Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Di Tengah Masyarakat
Kota Tanjung Balai
Beberapa hambatan dalam pelaksanaan Polmas, antara lain:

1. Hambatan internal

Sebagian besar dari petugas pengemban fungsi Polmas dalam menjalankan
tugasnya sebagai pengemban fungsi Polmas belum memiliki kemampuan
untuk melakukan komunikasi, melaksanakan deteksi dini, dan negosiasi
didalam menyelesaikan masalah-masalah atau konflik yang terjadi di tengah
masyarakat.

Sebagai contoh kasus, konflik antar agama yang terjadi di Tanjung Balai
pada tahun 2016 menunjukkan tidak adanya kemampuan komunikasi, deteksi
dini, dan juga negosiasi dari fungsi Polmas dalam mendeteksi serta
menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Jika fungsi Polmas
dalam kasus tersebut berperan secara aktif, maka kasus konflik agama yang
berujung pada pembakaran vihara di kota Tanjung Balai yang memicu konflik
horizontal antar etnis tentunya dapat dicegah dan tidak akan terjadi.

Rendahnya kemampuan dari pemegang fungsi Polmas dan unsur-unsur
Polmas, akan berdampak pada kurangnya keterlibatan atau partisipasi
masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan. Sehingga tujuan dari

3%Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

3'Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Pemolisian Masyarakat.
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Polmas yang terkonsep dalam tujuan Pemolisian Masyarakat belum dapat
tercapai, yaitu untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri
dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi
permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di
lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.>?

Terjadinya konflik horizontal yang didasari pada konflik agama di kota
Tanjung Balai beberapa tahun yang lalu menunjukkan masih rendahnya
kemampuan petugas pengemban fungsi Polmas didalam mengakomodir
masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat dan mencari penyelesaian
masalah yang terjadi.

Kondisi tersebut di atas, jika dihubungkan dengan indikator keberhasilan
pelaksanaan Polmas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi Polmas
di wilayah hukum Polres Tanjung Balai masih belum memenuhi indikator
keberhasilan pelaksanaan Polmas, karena belum terlihat adanya kemampuan
Petugas Polmas bersama FKPM menyelesaikan permasalahan termasuk
konflik/pertikaian  antar warga dan kemampuan Petugas Polmas
mengakomodasi keluhan masyarakat.

2. Hambatan eksternal:

a. Kurangnya Pemahaman FKPM
Adanya kecenderungan dari anggota FKPM justeru bersikap arogan, bahkan
lebih arogan dari personel petugas Polmas sendiri. Hal ini dikarenakan
adanya pemahaman yang keliru dari anggota FKPM mengenai kedudukan
dan fungsinya sebagai anggota FKPM. Sebagian anggota FKPM justeru
bersikap seperti layaknya seorang polisi, dengan mencari-cari kesalahan
masyarakat. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan fungsi dan
tugasnya, yaitu untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di
tengah masyarakat.

b. Rendahnya rasa kebersamaan dalam masyarakat
Hilangnya rasa kebersamaan dan sikap saling menghargai sesama
masyarakat dan mulai hilangnya rasa solidaritas sesama masyarakat
menyebabkan belum tercapainya pelaksanaan Polmas di Kota Tanjung
Balai. Sikap egoisme yang terbangun pada masyarakat kota, telah
menghilangkan sikap persaudaraan dan rasa kepedulian terhadap sesama di
lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.
Sikap egoisme tersebut dapat dilihat dari aksi seorang adanya konflik
horizontal yang didasari SARA, dikarenakan salah seorang dari merasa
keberatan mendengar suara Adzan yang terlalu keras dari sebuah masjid di
depan rumahnya. Hal ini menunjukkan sikap toleransi dalam beragama di
Tanjung Balai mulai pudar, bahkan mulai hilang.

c. Tidak terbangunnya sistem keamanan lingkungan (Siskamling)
Sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang selama ini terbangun mulai
hampir punah. Sebagian besar masyarakat tidak lagi menerapkan
Siskamling untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tempat
tinggalnya. Sistem keamanan lingkungan yang diprakarsai masyarakat

32Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.
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setempat tidak lagi didasari pada rasa kebersamaan atas tujuan dan
kepentingan bersama, melainkan telah disusupi oleh kepentingan-
kepentingan tertentu yang berkaitan dengan materi. Sehingga, sistem
keamanan yang saat ini terbentuk di masyarakat cenderung diprakarsai oleh
kepentingan materi.

d. Masih rendahnya kepercayaan (trust) masyarakat terhadap Kepolisian.

Pemolisian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk
mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat,
sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi masalah Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan sekitar, dan menemukan
pemecahan masalahnya (problem solving).
Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri, menyebabkan
sulitnya membangun hubungan kemitraan antara masyarakat dengan
lembaga Kepolisian. Sikap saling curiga antar masyarakat justeru timbul
ketika terlibatnya unsur Polmas dalam menyelesaikan masalah atau konflik
yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga Polmas yang di dalamnya
terdapat unsur Kepolisian belum mampu mewujudkan kepercayaan
masyarakat yang selama ini hilang dari institusi kepolisian, khususnya
oknum polisi sebagai pengemban fungsi Polmas. Sebagai akibatnya,
menyebabkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan Polmas
sangat rendah.

Beberapa hambatan tersebut di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan
pemolisian masyarakat di Kota Tanjung Balai belum dapat berjalan secara optimal.
Hal ini dapat diketahui belum terpenuhinya indikator-indikator keberhasilan
pelaksanaan Polmas. Kegagalan dalam penerapan Polmas oleh Polri, khususnya di
wilayah hukum Polres Tanjungbalai, maka kemudian program Polmas telah
digantikan dengan suatu program baru, yaitu Polisi Rindu Masyarakat (PRM).

Berdasarkan hambatan-hambatan di atas, dapat dilakukan beberapa upaya atau
langkah-langkah strategis guna mengoptimalkan penerapan fungsi Polmas dalam
mewujudkan sistem keamanan masyarakat, yang meliputi:**

1. Melakukan model Rolling Personel Bhabinkamtibmas

Pada pelaksanaannya, Polsek Tanjung Balai Selatan melakukan program

door to door system berdasarkan prinsip satu bhabin satu desa. Hal ini berarti
bahwa seorang personel bhabinkamtibmas yang ditempatkan pada satu desa
bertanggungjawab atas satu desa. Namun, setelah terjadi beberapa kasus yang
menyebabkan keresahan warga di wilayah Polsek Tanjung Balai Selatan
meningkat, pola tersebut diubah dengan pergantian tanggung jawab oleh
personel. Dengan dilakukan rolling (pergantian personel dari satu desa ke
desa lain), dengan tujuan adanya pembaharuan analisis kasus oleh personel,
dan dapat menciptakan kepercayaan antar tokoh masyarakat dengan anggota
Polsek Tanjung Balai Selatan.

2. Melakukan Ragam Kegiatan door to Door System berupa Binluh, Sambang
dan Anjangsana.

3Wawancara dengan Daniel Rofinus Rajagukguk, Kasat Binmas Polres Tanjungbalai, pada
tanggal 17 April 2020.
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Ragam kegiatan door to door system di Polsek Tanjung Balai Selatan
cukup bervariasi, dimana terkait dengan binluh (bimbingan dan penyuluhan),
kemudian sambang, dan anjangsana. Binluh digunakan untuk melakukan bina
masyarakat melalui kegiatan warga, sementara samban dan anjangsana
merupakan kegiatan datang ke rumah warga dan tokoh masyarakat secara satu
persatu.

3. Pemberdayaan Kearifan Lokal Berupa Rasa Kekerabatan yang Erat.

Berbagai kerawanan yang dapat menghambat tercapainya keamanan dan
ketertiban masyarakat harus dapat ditangani dengan memanfaatkan potensi
positif dinamis yang ada dalam masyarakat secara terpadu. beberapa langkah
yang digunakan Kepolisian untuk mendeteksi potensi kearifan lokal lain yaitu
dengan cara:

a. Kapolres memerintahkan Kasat dan Kanit Binmas Polsek untuk membuat
rencana latihan peningkatan pengetahuan anggota Bhabinkamtibmas;

b. Kapolres memerintahkan Kasat dan Kanit Binmas untuk menghubungi
dan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat serta perangkat
desa setempat untuk bisa memberikan materi ilmu pengetahuan sosial,
dan mencari tahu media-media apa saja yang dapat digunakan untuk
melakukan pendekatan dan mempererat ikatan dengan masyarakat di desa
setempat;

c. Kapolres memerintahkan Kasat dan Kanit Binmas untuk membuat buku
saku untuk para anggota Bhabinkamtibmas sebagai acuan singkat dalam
pelaksanaan tugas di lapangan bagi para bhabin.

d. Kasat dan Kanit Binmas memerintahkan anggota Bhabin untuk
merangkum buku-buku terkait pengetahuan mengenai sejarah lisan dan
budaya Polsek Tanjung Balai Selatan kemudian hal-hal mengenai tupoksi
Bhabinkamtibmas dalam bentuk perpustakaan sederhana;

4. Adanya Giat Sosialisasi Polisi Mitra Warga untuk Menghilangkan Citra

Militer Polisi
Program Door to Door System merupakan suatu kegiatan yang

dilaksanakan secara nyata (real) oleh setiap anggota Kepolisian Republik

Indonesia (Polri), dalam mengunjungi tempat tinggal, tempat ibadah, sekolah,

perkantoran, tempat perbelanjaan dan lain-lainnya dengan berkomunikasi

secara langsung dengan orang yang dikunjungi serta mendata keterangan dan
informasi dari orang tersebut sesuai dengan contoh blangko kunjungan.

Polri dalam kamtibmas bermaksud harus memposisikan diri sebagai
mitra kerja masyarakat yang menjadi aktualisasi dari tugas Polisi di tengah-
tengah masyarakat dalam menciptakan keamanan, sesuai dengan dasar
pembentukan bhabinkamtibmas itu sendiri, yaitu untuk membangun
kemitraan dengan masyarakat, dengan cara membentuk kesadaran
masyarakat akan keamanan dan ketertiban, tidak bisa tergantung pada Polisi,
tapi juga dilakukan oleh mereka sendiri. Pada dasarnya mewujudkan
hubungan polisi dengan masyarakat yang ideal bukanlah merupakan hal yang
mudah. Ada yang berproses sangat cepat dan ada juga yang lambat. Namun
yang lebih penting adalah bagaimana polisi bersama-sama dengan segenap
komponen masyarakat mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk
kejahatan, dengan memperoleh dukungan dari masyarakat secara maksimal.
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Untuk itu upaya mencegah kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian bersama
dengan warga masyarakat harus dapat menimbulkan efek pencegahan
terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan selanjutnya.

Fungsi-fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat
(Kamtibmas) dapat diupayakan melalui peran Binmas (Pembina
Masyarakat), kemudian Binmas dengan Kamtibmas swakarsa, selanjutnya
membentuk Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat) yang diharapkan sebagai ujung tombak polisi dalam membina
masyarakat untuk melaksanakan program-progam Kamtibmas yang telah
digariskan oleh Polri maupun pemerintah.

Sesuai dengan paradigma kepolisian sipil dalam masyarakat madani
seperti sekarang ini, maka gaya perpolisian yang diterapkan pun harus
berubah menuju polisi yang demokratis, mau mendengar dan menerima apa
yang menjadi kehendak masyarakat. Dalam menghadapi persoalan yang ada
warga masyarakat sendiri yang menentukan dan mengambil keputusan dalam
menangani masalah-masalah sosial dan keamanan dilingkungannya.

5. Meningkatkan Anggaran dan Sarana Prasana Pendukung Dalam Pelaksanaan

Fungsi Polmas

Anggaran seluruh kegiatan Bhabinkamtibmas diharapkan dapat
ditingkatkan. Sebab, Ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk
mengcover semua kegiatan yang dilaksanakan petugas Bhabinkamtibmas
akan berdampak positif dan signifikan pada pelaksanaan tugas dilapangan.
Begitu pula dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai baik
berupa sarana transportasi, piranti lunak maupun perlengkapan pendukung
yang lain mutlak diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas petugas
Bhabinkamtibmas sehari-hari.

Dilaksanakannya berbagai langkah-langkah tersebut di atas, maka diharapkan
tujuan dari pemolisian masyarakat tercapai. Perpolisian Masyarakat (Polmas)
merupakan sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang
mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan Polisi
dalam membangun keamanan dan ketertiban masyarakat.

Arah dan kebijakan pelaksanaan strategi kebijakan polmas secara umum
bertujuan terwujudnya kerjasama Polisi dan Masyarakat lokal (komunitas) untuk
menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan
ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Diantara fungsi-fungsi
yang tercakup dalam program Polmas, maka fungsi Bhabinkamtibmas-lah yang
paling banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fungsi ini berhasil
dilaksanakan dengan baik karena fungsi ini sebenarnya secara riil sudah dilakukan
sejak lama, sehingga tinggal mengoptimalkannya.

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan Penerapan Polmas di Polres Tanjung Balai merupakan amanat
Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pelaksanaan Polmas diatur dalam Perkapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemolisian Masyarakat. Pelaksanaan Polmas di Polres Tanjung Balai
merupakan bagian dari internal kepolisian pertanggungjawaban pelaksanaan
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fungsi Polmas di tingkat Polres berada di bawah tanggung jawab dari Kapolres
yang dikoordinasikan kepada Kasat Binmas, sedangkan pada tingkat Polsek
menjadi tanggung jawab Kapolsek yang dikoordinasikan kepada Kanitbinmas,
sedangkan pelaksana Polmas pada tingkat kelurahan adalah Bhabinkamtibmas
yang dibentuk dan diangkat oleh Kapolres berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Kepolisian Resort Tanjung Balai.

2. Peran Polisi Masyarakat dalam mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban
di tengah masyarakat kota Tanjung Balai adalah melakukan berbagai kegiatan
yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Polmas, yaitu menyelesaikan
permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dengan mencari solusi
pemecahan masalah (problem solving) atas masalah-masalah yang dihadapi
terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat di suatu desa atau lingkup
wilayah tugas dari Polmas.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Polmas guna mewujudkan
sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, dipengaruhi oleh dua faktor,
yaitu: faktor internal dari petugas Polmas dan faktor dari luar (eksternal) yang
datangnya dari masyarakat. Faktor internal, dipengaruhi oleh faktor pendukung
dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Bhabinkamtibmas sebagai pengemban
fungsi Polmas, seperti kendala anggaran serta sarana dan prasana. Sedangkan
faktor eskternal adalah belum terbangunnya hubungan yang bersinergi antara
Polmas dengan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi
hambatan  pelaksanaan Polmas adalah peningkatan fungsi dari
Bhabinkabtimas, peningkatan anggaran dan pemenuhan sarana dan prasana,
memberdayakan kearifan lokal masyarakat demi terjalinnya hubungan
keakraban di antara masyarakat dengan petugas Polmas.
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